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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Konsep Pelayanan
Menurut Harbani Pasalong (2007:128) pelayanan pada dasarnya dapat
didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik
langsung maupun tidak langsung.untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya
Pasalong mengutip pendapat Moenir yang mengatakan bahwa pelayanan
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
langsung.
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan
orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler, pelayanan adalah
aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak
lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh
pihak lain tersebut (Kotler Philip 1997:87).
Depdiknas (2008) mengutip pendapat Hadipranata menyebutkan bahwa,
pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (job descriion) yang
diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya, serta
dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.
Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu
layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif
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yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa
atau Negara.
Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan
yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan,
maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara
Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Pelayanan adalah
Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam
bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Gronroos dalam buku karya Ratminto, (2005) "Pelayanan
adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata
(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi
pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan".
Moenir (2001) menulis bahwa “Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian
kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan
orang dalam masyarakat.
Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa: Pelayanan umum yang
didambakan adalah kemudahan dalam mengurus kepentingan mendapatkan
pelayanan yang wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan
15
yang jujur dan terus terang. Disamping itu, ia juga menambahkan bahwa
kelancaran layanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap
kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang memadai,
pengorganisasian tuga pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau
pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau
keterampilan pegawai, dan sarana kerja yang memadai
Menurut Sinambela (2006)  Pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan ,dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.
Menurut Napitupulu (2007:15) Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu
proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa
produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud ,cepat hilang, lebih
dapat dirasakan daripada memilki, dan pelanggan lebih dapat berpartisispasi
aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.
Menurut Zethaml dan Haywood Farmer dalam Pasalong (2007:133)
pelayanan memiliki tiga karateristik utama yaitu (1) Intangibility, (2)
Heterogenity dan (3) inseparability. Lukman (Pasalong, 2007:134)
menyebutkan salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang
berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.
Sementara Gerson mengatakan pengukuran kualitas internal memang penting,
tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan apa yang
diberikan.
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Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai
kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau
masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. Maka
penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa untuk memenuhi pelayanan
kualitas harus memenuhi kreteria yang dijelaskan pada Kepmen PAN nomor
81 tahun 1993, sebagaimana dikutip oleh Pasalong yaitu memenuhi krateria
sebagai berikut:
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Keamanan
4. Keterbukaan
5. Efisiensi
6. Ekonomis
7. Keadilan
2.1.2. Konsep Pelayanan Publik.
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,
dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa indonesia
dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan
melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan
seseorang .
Sejak dilahirkan manusia selalu membutuhkan pelayanan, karena
memang pelayanan menjadi kebutuhan dasar yang selalu dicari setiap makhluk
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hidup yang disebut dengan manusia, Budiman Rusli mengatakan bahwa
seumur hidupnya manusia membutuhkan pelayanan, lebih lanjut dikatakan
bahwa pelayanan sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL) yang
menyebutkan ketika awal kehidupan pelayanan sangat dibutuhkan oleh
manusia dan seiring dengan waktu dan usia pelayanan tersebut mulai
berkurang (Budiman Rusli,, 2005: 65)
Maka keberadaan pelayanan sejatinya harus terus ada mengiringi
kehidupan manusia sampai batas dunia ini, dan manusia pada dasarnya
melayani dan dilayani sesuai keadaan dan kondisi ketika terjadinya interaksi
antara dua individu atau lebih. Dan pelayanan itu tidak bersifat absolute karena
bisa saja manusia di suatu bidang menjadi pelayan dan dibidang membutuhkan
pelayanan orang lain.
Dewasa ini konsep pelayanan publik dinilai belum berjalan baik karena
terjadinya perbenturan antara tuntutan di masyarakat dengan system pelayanan
yang ada di pemerintah yang belum efektif dan efisien, ditambah lagi dengan
kualitas dari aparatur yang merupakan sumber daya manusia yang diharapkan
memberikan sumbangsih besar tidak ternyata tidak dapat diharapkan.Hal ini
terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan,
seperti berbelit-belitnya prosedur, tidak transparan, dan tidak adanya batas
jangka waktu penyelesaian dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan.
Oleh karenanya pelayanan yang diberikan terhadap sebuah organisasi
baik pemerintah maupun suasta atau badan usaha milik pemerintah harus
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segera mereformasi organisasinya terutama dibidang pelayanan publik sebagai
ujung tombak sebuah organisasi.
Pengertian umum tentang konsep pelayanan publik menurut KEPMEN
pemebrdayaan aparatur Negara, nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala
kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengembangan kinerja pelayanan publik selalu menyangkut kepada tiga
unsur pokok yakni; unsur kelembagaan penyelaenggara pelayanan publik,
proses pelayanannya, serta sumber daya pemberi pelayanan.Sebab itulah upaya
peningkatan pelayanan publik harus berorientasi kepada tiga tersebut. Pelyanan
publik yang prima dapat dilihat dari peroses dan produk layanannya, aspek
proses meliputi sumber daya manusia aparatur, mekanisem, serta sarana
prasarana yang digunakan dalam peroses. Sedangkan apek produk layanan
menyangkut jenis, kualitas, dan kantitas produk layanan.
Sampara (2007:8) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorag
dengan orang lain, atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelangan. Kemudian menurut Kotler yang dikutip oleh Sampara berpendapat
bahwa, pelayanan adalah seluruh kegiatan yang dihasilkan dari perkumpulan
yang memberikan kepuasan dan baik terlihat secara fisik maupun tidak terlihat
secara fisik. Pendapat lain mengatakan pelayanan publik adalah pelayanan
yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat
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untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka  menciakan
kesejahteraan masyarakat (Nurcholia, 2007:287).
Citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang
atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau
persepsi dari konsumen.Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang
menikmati dan mengkonsumsi jasa pelayanan, sehingga merekalah yang
seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa
merupakan penilaian menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan.
Sebuah organisasi publik dalam hal ini pemerintahan daerah mempunyai
tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan
pembangunan di berbagai bidang atau sektor dalam rangka mencapai tujuan
nasional. Salah satu tujuan pembangunan yang  ingin dicapai adalah
tercapainya kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut
dapat melalui pemberian pelayanan publik. Hakekat  dan  pelayanan  publik
adalah  pemberian  pemenuhan  pelayanan kepada masyarakat  yang
merupakan perwuju dan kewajiban pemerintah  sebagai abdi masyarakat.
Pelayanan  publik  diberikan  terutama  yang berhubungan dengan  hal-hal
yang  sifatnya mendasar  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Secara teoritis menurut Lijan Poltak (2006:6), tujuan pelayanan publik
pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, dan untuk mencapai kepuasan
tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang terlihat dari terciptaanya
pelayanan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,
kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
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Jika dihubungkan dengan administrasi publik, maka pelayanan adalah
kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat, kata kualitas memiliki banyak
definisi yang bervariasi, baik yang konvensional maupun yang
strategis.Definisi konvensional dari kualitas biasanya memiliki karakteristik
langsung dari suatu produk seperti, (1) kinerja (ferformance), keandalan
(reliability), mudah dalam penggunaa (ease of use), dan estetika (esthetic)
.Adapun yang dimaksud dengan kualitas dengan definisi strategis adalah segala
sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhanpelanggan (meeting the
need of costomers).
Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapa pun tidak terlepas dari tiga
macam bentuk pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
AparaturNegara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:
1. Pelayanan dengan lisan
Pelayanan dengan lisan yang dilakukan oleh petugas-petugas di bidang
hubungan masyarakat (Humas), bidang informasi dan bidang-bidang lainyang
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapunyang
memerlukan.
2. Pelayanan melalui tulisan
Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling
menonjol dalam pelaksanaan tugas.Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga
dari segi perannya. Apalagi kalau dilihat bahwa sistem layanan jarakjauh
karena faktor biaya agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak
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yang dilayani, suatu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik
dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan,
penandatanganan, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).
3. Pelayanan berbentuk perbuatan
Pada umumnya pelayanan berbentuk perbuatan 70% sampai dengan 80%
dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena hal ini
adalah faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut yang sangat
menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan yang dilakukannya.
(KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003).
BPJS sebagai wadah usaha pemerintah yang memberikan pelayanan
melalui birokrasinya haruslah memiliki oreintasi managemen public yang
berkualitas. Miftah Toha menyebutkan bahwa pelayanan pemerintah itu harus
memiliki hal-hal sebagai berikut:
1. Bersifat katalis
2. Pemahaman bahwa pemerintah milik masyarakat
3. Kompetitif
4. Orientasi misi
5. Orientasi hasil
6. Orientasi pelanggan
7. Mengembangkan wiraswasta
8. Antisipatif
9. Desentralisasi
10. Orientasi pasar
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Jenis layanan ini dalam kenyataan sehari-hari memang tidak terhindar
dari layanan lisan. Hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan
pelayanan umum (kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tulisan,
karena faktor jarak).Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang
ditunggu oleh yang berkepentingan.Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak
terlepas dari hasil hubungan ketergantungan pendapat tentang pengertian
pelayanan itu sendiri.
Maka dalam perkembangannya pelayanan yang dilakukan oleh
manajemen  BPJS harus memenuhi primanya kinerja, primanya keandalan,
primanya penggunaan fasilitas, dan primanya estetika. Oleh karena itu dalam
penelitian ini pelayanan yang menjadi perhatian peneliti adalah berkisar pada
kepuasan peseta JHT karena pelayanan yang diberikan oleh  BPJS sangat baik
sesuai dengan standar operasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
2.1.3. Konsep pelayanan Prima
Menurut Nina Rahmayanti, (2010:1-6) pelayanan prima memiliki makna
penting yaitu sebagai makna ekonomu, makna perkumpulan uang dan
pekerjaan, makna persaingan yang tajam, dan makna memahami pelanggan
dengan baik. Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang
dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-
baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan
memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk
barang atau jasa.
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Menurut Sedarmayanti (2009:249) pelayanan prima adalah pelayanan
yang diberikan kepada pelanggan atau masyarakat yang paling tidak memenuhi
standar dasarnya yaitu, cepat, tepat, akurat, murah, dan ramah.kemudian
Sedarmayanti melanjutkan bahwa pada sector public pelayanan dikatakan
prima apabila memenuhi hal-hal berikut:
a. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan terbaik
b. Terdapat standar pelayanan
c. Bila telah pelayanan telah melebihi standar pelayanan atau sama
dengan standar pelayanan.
d. Terdapatnya penggambaran rasa puas terhadap pelayanan oleh
masyarakat dalam arti luas.
Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan
untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan didalam
perusahaan maupun diluar perusahaan.
Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) dapat diartikan
sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan
yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas
adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan
pelanggan/masyarakat.
Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu
pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk
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diperhatikan oleh tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau
salesman).
Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi,
instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa
kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari satandar pelayanan
yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong
miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar
minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi
standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan
terhadap rakyatnya di atas standar minimal.
Terdapat beberapa definisi tentang kualitas pelayanan yang dikemukakan
oleh para ahli. Dan dari sejumlah definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan,
yaitu:
1. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan
2. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami
perubahan
3. Kualitas itu mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan
lingkungan
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan.
Vincent Gespersz menyatakan bahwa kualitas pelayanan meliputi
dimensi-dimensi sebagai berikut:
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1. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan
proses.
2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepetatan
pelayanan.
3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan
pelaku bisnis.
4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam
penanganan keluhan pelanggan.
5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas
yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat
pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan
petunujuk/panduan lainnya.
7. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan,
kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi,
dan lain-lain.
Tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut:
1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada
pelanggan.
2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera
membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga.
3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan
terhadap barang/jasa yang ditawarkan.
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4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu
dikemudian hari terhadap produsen.
5. Untuk menciakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.
6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala
kebutuhannya.
7. Untuk mempertahankan pelanggan.
Sementara itu tujuan pelayanan Prima menurut Nina Rahmayanti adalah
untuk mencegah pembelotan dan pembangunan kesetiaan pelanggan, oleh
karenanya layanan prima itu harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelayanan harus memenuhi harapan
2. Pelayanan memiliki ciri khas kualitas
3. Pelayanan mengikuti kebutuhan pelanggan
4. Pelayanan prima harus memenuhi kebutuhan praktis (practical
needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs)
Sedarmayanti (2009:252) kembali menyebutkan bahwa kualitas
pelayanan berarti memenuhi beberapa hal berikut:
1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
2. Kecocokan untuk pemakaian
3. Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan
4. Bebas dari kerusakan
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan awal dan setiap saat
6. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan
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Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga konsep
dasar menurut pakar yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelayanan
prima, yakni:
a. Konsep sikap (attitude)
Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada
orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan
tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh
simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Jika
kalian menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap kalian akan menggambarkan
perusahaan kalian. Kalian akan mewakili citra perusahaan baik secara langsung
atau tidak langsung.
Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dalam
berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut.
Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah:
1. Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan
terhadap pekerjaan.
2. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan
3. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan
4. Sikap pelayanan prima adalah: ”benar atau salah tetap perusahaan
saya
b. Konsep perhatian (attention)
28
Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada perusahaan
industri jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati
keinginan pelanggan. Apabila pelanggan sudah menunjukkan minat untuk
membeli suatu barang/jasa yang kita tawarkan, segera saja layani pelanggan
tersebut dan tawarkan bantuan, sehingga pelanggan merasa puas dan terpenuhi
keinginannya.
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk
pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai berikut:
1. Mengucapkan salam pembuka pembicaraan.
2. Menanyakan apa saja keinginan pelanggan.
3. Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan.
4. Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah.
5. Menempatkan kepentingan pelanggan diatas semuanya
c. Konsep tindakan (action)
Pada konsep perhatian, pelanggan “menunjukkan minat” untuk membeli
produk yang kita tawarkan. Pada konsep tindakan pelanggan sudah
”menjatuhkan pilihan” untuk membeli produk yang diinginkannya.
Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan adalah sebagai
berikut
1. Segera mencatat pesanan pelanggan.
2. Menegaskan kembali kebutuhan/pesanan pelanggan.
3. Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan.
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4. Mengucapkan terimakasih kepada pelanggan diiringi harapan
pelanggan akan kembali lagi.
2.1.4. Faktor pelayanan Prima
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Zeithhaml-Parasurman-
Berry dalam pasalong (2007:34) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
pelayanan memiliki beberapa dimensi sebagai berikut :
a. Tangibles / Bukti langsung
Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang
diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles
ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru
dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan
fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image
perusahaan.
b. Reliability / Keandalan
Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk
melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat
waktu.Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila
jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau
unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam
menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.
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c. Responsiveness / Ketanggapan
Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan
yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan
cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif
terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi
kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa
berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera.
Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang
terlibatuntuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi
komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam
melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan
penanganan keluhan pelanggan.
d. Assurance / Jaminan
Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee
untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam
mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena
melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi
terhadap kemampauan penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan
kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung menangani
konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan
yang meliputi ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk
melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang
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berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti,
reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain
e. Emphaty / Empati
Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung
oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu,
termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dari
dimensi ini merupakan gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk
memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan
kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau
memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha untuk
mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.
2.1.5. BPJS Ketenaga kerjaan
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan
penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial
BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama  BPJS (Persero) merupakan
pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama BPJS (jaminan sosial tenaga
kerja), yang dikelola oleh . BPJS (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun
2011 tentang BPJS, . BPJS berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak
tanggal 1 Januari 2014.
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BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan
merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS
Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung
jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi
kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.
Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan
program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan
sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di
sektor formal.
Sejarah terbentuknya  BPJS (Persero) mengalami proses yang panjang,
dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,
Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang
pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP
No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964
tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya
UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses
lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada
tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya
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Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program
asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi
kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit
pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu
Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS). Dan melalui PP No.36/1995
ditetapkannya  BPJS sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Program BPJS memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi
kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko
sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-
undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan
pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan
tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih
berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perusahaan  BPJS (Persero) yang mengedepankan kepentingan
dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan
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4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus
berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.
Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal
1 Januri 2014  BPJS akan berubah menjadi Badan Hukum Publik.  BPJS
(Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan
sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat
dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
Kini dengan system penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS
Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan
pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan
pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai program publik, BPJS memberikan hak dan membebani
kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja
berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian
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(JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),sedangkan kewajiban
peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.
Dalam meningkatkan pelayanan BPJS tak hentinya melakukan terobosan
melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan
pembayaran klaim hari tua (JHT)
2.1.6. Konsep Islam dalam Pelayanan Prima
Akhir-akhir ini banyak orang acap kali mendengar konsep pelayanan
prima yang diterapkan diberbagai sektor dan bidang kehidupan, tujuannya
tidak lain adalah untuk menggapai target “Pelayanan Terbaik” (Excellent
service). Hal ini dikarenakan “Pelayanan Terbaik” menjadi kunci eksistensi
sebuah instansi. Prinsip pelayanan prima adalah Attitude (sikap) yang benar,
Attention (perhatian) yang tidak terbagi dan Action (tindakan),
Konsep pelayanan dalam islam dimulai dari pemahaman bahwa  Allah
menciptakan dua model hubungan (interaksi) didunia ini. Pertama Hubungan
(interaksi) manusia dengan tuhannya (disebut dengan Ibadah).
Kedua:Hubungan (interaksi) manusia dengan sesama (disebut Muamalah).
Pembahasannya adalah model hubungan yang kedua yaitu interaksi manusia
dengan sesama.
Interaksi antar sesama manusia mempunyai dua nilai built in yang tidak
bisa dipisahkan satu sama lain, pertama adalah interaksi itu harus selaras
dengan hukum Islam, dan kedua interaksi itu memiliki kandungan nilai-
nilai akhlak mulia. Yang dimaksud dengan keselarasan hukum adalah, bahwa
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setiap interaksi antar sesama manusia “harus” sejalan dengan rule of the game
syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan kandungan akhlak adalah
bahwa semua interaksi yang mendapat legitimasi hukum Islam pasti
mempunyai nilai-nilai akhlak mulia didalamnya. Sebagai contohnya adalah
prosesi jual beli, jika dua nilai diatas kita terapkan pada ranah jual beli, maka
akad jual beli yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam fikih Islam, disamping itu akad ini juga memiliki nilai dan pesan akhlak
didalamnya, yaitu menolong dan memudahkan urusan sesama manusia, atau
dengan bahasa yang lebih simpel segala bentuk interaksi dalam Islam
disamping mempunyai profit oriented juga tidak boleh menafikan social
oriented.
Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan
yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau
melakukannya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menelaah “sebagian
kecil” ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Akan tetapi sebelum berbicara
lebih jauh Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah
satu ayat yang berbunyi :
 َو َت َع َوا َىلَع اُْون ِنَوْدُعْلاَو ِمْثِلاْا َىلَعاُْونَواََعَتلاَو ىُْوقَّتلاَو ِِّربْلا
 ْلاُدْیِدَش َالله َِّنا َاللهُوقَّتلاَو ِع َق ِبا
“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
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pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)
Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling
menolong didalam koridor mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah
melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan
diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Jadi interaksi itu
boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar
batasan diatas.
Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita
agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan
beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya
kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah :
 ِساَّنلا ُعَفْنَااَم ُساَّنلُارْیَخ
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesamanya”.
Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan
sebuah hadits yang berbunyi :
“Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran
seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan
kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan
kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah
akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa
menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi
(keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa
membantu hamba-Nya selama dia mau membantu saudaranya.”
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Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan
seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi,
berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan
masih banyak lagi. Dan yang juga perlu kita tegaskan disini bahwa hadits ini
melarang kita untuk mengumbar “aurat (kejelekan)” orang lain, karena
konsekwensi mengumbar “aurat” orang lain adalah Allah akan membuka
“aurat” kita dihadapan makhluknya.
Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan
kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang
diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA “Tidak sempurna iman
seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya
sendiri”. (HR. Bukhori).
Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda
memperlakukan diri anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik,
kita pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat,
maka aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain.
Hadits berikutnya adalah tentang pentingnya tersenyum. Senyum
menjadi sambutan yang paling hangat dibandingkan apapun, bahkan tak jarang
senyum menjadikan interaksi lebih akrab. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini
kepada kita dalam salah satu hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar al-
Ghifari “Tersenyum dihadapan saudaramu adalah sedekah”.
39
Kesimpulannya adalah jika kita mau menelaah lebih jauh ajaran Islam
kita akan banyak banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang
digalakkan diberbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini bukan
merupakan sesuatu yang sulit untuk diterapkan, yang dibutuhkan adalah rasa
cinta kepada Allah dan Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa
diterapkan secara menyeluruh. Jika agama kita mempunyai produk lengkap,
kenapa kita musti meng-impor produk buatan orang lain?. Penting kita ketahui
bahwa “Berbuat baiklah engkau (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah
berbuat baik, kepada”. Jadi kesimpulannya adalah seandainya umat Islam mau
menerapkan ajaran-ajaran diatas, maka bisa dipastikan bahwa umat Islam
adalah umat yang paling menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan
pelayanan prima.
2.2. Kajian Terdahulu
Didalam pembuatan sebuah karya ilmiah, penelitian pendahuluan ini
sangat penting untuk membedakan dari beberapa judul penelitian yang
sama.Dari penelitian pendahuluan ini penulis dapat membedakan dan membuat
penekanan terhadap penulisan karya ilmiah yang penulis sehingga walaupun
judulnya sama tetapi pemaknaannya dan faktor permasalahannya berbeda.
Setelah penulis mengkaji lebih dalam, terdapat beberapa penelitian yang
berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya adalah:
2.2.1. Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sungai Mengkuang
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo (2005). Penelitian ini
yang dilakukan oleh Hanif Intra ini bertujuan untuk mengetahui
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bagaimana kualitas pelauanan publik di desa Sungai Mangkung
kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Penelitian yang
menggunakan metode penelitian survey ini menyimpulkan bahwa
pelayanan public di desa Sungai Mangkung telah memenuhi standard
an berkatagori baik.
Pada penelitian ini dikhususkan kepada bentuk pelayanan non frofid
sedangkan pada penelitian yang penulis jalankan adalah penelitian yang
mengkaji terntang pelayanan public yang bersifat frovid sehingga akan
berbeda alur pelayanannya.
2.2.2. Analisis Audit Kinerja kualitas Pelayananan Publik Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diteliti oleh Kuspratama
(2007), penelitian ini dilakukan di RSUD Dr Hasan Sadikin Bandung,
Penelitian yang menggunakan metode Deskripsi Analisa Kasus
bertujuan untuk melihat fungsi audit kinerja dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan program jamkesmas, dari penelitian ini
disimpulkan bahwa pelaksanaan audit kinerja telah dilakukan secara
memadai pada program jamkesmas di Instalasi pelayanan terpadu
genung Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Pada penelitian ini dititk beratkan kepada system audit yang dijalankan
oleh pemerintah dalam program jamkesda, objek penelitian ini adalah
pemerintah dengan focus Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung.
Penelitian ini berdasarkan studi kasus, sedangkan pada penelitian yang
penulis jalankan adalah penelitian yang menggunakan metode survey
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dan terjun kelapangan, sasarannya adalah menejemn kinerja dan
terkonsep pada manajemen pelayanan publik.
Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan, penulis belum menemukan
judul yang sama dan permasalahan yang mendekati penelitian yang penulis
lakukan.Judul yang penulis ambil sebagai penelitian ini adalah : ”Pelayanan
Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Pelayanan BPJS
Wilayah Riau  Pekanbaru.“.
2.3. Definisi Konsep
Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan
penggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu
volume. Dalam ha ini untuk memberi batasan yang lebih jelas dari masing-
masing konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan
sehubungan penelitian ini adalah:
2.3.1. Pelayanan
Konsep pelayanan menurut KEPMEN pemebrdayaan aparatur Negara,
nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu segala kegiatan pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangann,
2.3.2. Kualitas Pelayanan,
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KepmenPAN nomor 58 tahun 2003 tentang dimensi kualitas pelayanan
publik harus memenuhi kesederhanaan prosedur, keterbukaan informasi
pelayanan, kepastian pelaksanaan pelayanan, mutu produk pelayanan,
tingkat professional petugas, tertib pengelolaan administrasi, sarana dan
prasarana pelayanan
2.3.3. Kepuasan Pelayanan
Kepauasan pelayanan harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas,
kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak
dan kewajiban.
2.3.4. BPJS adalah badan penjamin kesehatan masyarakat yang dibentuk
pemerintah berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
2.4. Konsep Operasional
Masri Siangarimbun konsep operasional adalah  unsur-unsur yang
memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan
pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung
untuk menganalisis dari variable tersebut. Untuk mempermudah serta
memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka
dioperasionalkan konsep yang terkait dalam menentukan efektifitas
penggunaan dana desa tersebut didalam pembangunan desa. Adapun konsep
operasional pada penelitian ini sebagai berikut
Tabel 2.
Oprasionalisasi Variabel Penelitian
Konsep Indikator Sub-Indikator Skala
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Operasional Pengukuran
Pelayanan
Prima
1. Kesederhanaan dalam
prosedur pelayanan
1. Prosedur pelayanan
JHT yang jelas
2. Kecepatan
Pelayanan  Petugas
JHT
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
2. Kejelasan Petugas yang
melayani
1. Kejelasan Petugas
2. Kejelasan
wewenang dan
fungsi petugas yang
dituju
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
3. Kedisiplinan petugas 1. Petugas melayani
dengan tepat waktu
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
4. Keterampilan
Karyawan
1. Petugas terampil
dalam menggunakan
teknologi
informatika
2. Petugas terampil
dalam administrasi
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
5. Kesopanan dan
keramahan karyawan
1. Petugas menyambut
pelanggan dengan
senyuman
2. Petugas menyapa
dengan ramah tamah
3. Memberikan
penjelasan dengan
berlahan dan
beretika
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
6. Kepastian pembiayaan
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
1. Petugas
menginformasikan
pembiayaan diawal
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
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Tidak baik
7. Kenyamanan lingkungan
tempat pelayanan
2. Tersedianya
kenyamanan
lingkungan tempat
pelayanan
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
8. Keamanan dan kepastian
hukum
1. Ketersediaan
perlindungan selama
proses pelayanan
2. Perlindungan
payung hukum atas
Produk yang dibeli
pelanggan
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
9. Kecepatan pelayanan 1. Kecepatan
Pelayanan
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik
2.5. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan dalam
gambar alur pemikiran berikut ini :
Menciptakan Pelayanan Prima di Kantor BPJS Ketenaga
Kerjaan Wilayah I Riau
1. Kesederhanaan dalam prosedur pelayanan
2. Kejelasan Petugas yang melayani.
3. Kedisiplinan petugas
4. Keterampilan Karyawan
5. Kesopanan dan keramahan karyawan
6. Kepastian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kenyamanan lingkungan tempat pelayanan
8. Keamanan dan kepastian hukum
9. Kecepatan pelayanan
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Gambar 2: Alur Kerangka Pemikiran
Konsep pelayanan menurut KEPMEN pemebrdayaan aparatur Negara,
nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu segala kegiatan pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangann,
Untuk menganalisa dan mengetahui kualitas pelayanan pada Kantor
BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah I Riau terhadap peserta JHT
Tercapainya kualitas pelayanan prtima bagi peserta
JHT
